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Mengingat

WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSIIZIN TEMPAT PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WAll KOTA DENPASAR,

a. bahwa pengendalian atas penjualan atau penyajian minuman beralkohol

khususnya minuman keras, sangat penting artinya dalam rangka

menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban kehidupan rakyat;

b. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi

Daerah mengamanatkan pengaturan Izin Tempat Penjualan Minuman

Beralkohol dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin
Tempat Penjualan Minuman beralkohol.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya

Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3465);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4548);



Menetapkan

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5049)

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5059);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang

Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalain

Minuman Beralkohol;

10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Denpasar (Lembaran Daerah
Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Denpasar Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KOTA DENPASAR

dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL



BABI

KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar;

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar;

3. Walikota adalahWalikota Denpasar;

4. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari
bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan
destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan
terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses
dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran
minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi;

5. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah
perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan importir
minuman beralkohol;

6. Industri minuman beralkohol adalah perusahaan industri yang memproduksi minuman
beralkohol di dalam negeri;

7. Perusahaanadalah setiap bentuk usaha perorangan atau badan usahayang dimiliki oleh
Warga Negara Indonesia yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia baik
yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan
usaha perdagangan minuman beralkohol;

8. Pengedaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman
beralkohol untuk diperdagangkan didalam negeri;

9. Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh Produsen minuman
beralkohol dan/atau IT-MB untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam
negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu;

10. Sub distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman
beralkohol IT-MB dan/atau Distributor untuk mengedarkan minuman produk dalam
negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu;

11. Toko bebas bea (Duty FreeShop) adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun
barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang
tertentu;

12. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan
yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk
kemasan ditempat yang telah ditentukan;

13. Penjual langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut penjual langsung
adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen
akhir untuk diminum langsungditempat yang telah ditentukan;

14. Hotel adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap /
istirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran,
termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama
kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;



'.

15. Rumahmakan atau dengan nama lainnya seperti restoran , kafe, warung, bakery adalah
setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan
minuman untuk umum di tempat usahanya;

16. Bar adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan
minuman keras dan minuman lainnya untuk umum di tempat usahanya;

17. Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pembayaran atas pemberian ijin oleh Pemeritah Kota Denpasar kepada orang
pribadi atau badan untuk melaqkukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat
tertentu;

18. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol
(C2H50H) diatas 0% (satu persen) sampai dengan 5%(lima persen);

19. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol
(C2H50H) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);

20. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol
(C2H50H) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh persen).

21. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha yang berbadan hukum
maupun tidak berbadan hukum.

22. Berdampak penting adalah jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

23. Retribusi perijinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah
dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan , pengaturan , pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan
ruang , penggunaan sumber daya alam , barang, prasarana , sarana atau fasilitas
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

24. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk
pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

25. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi
wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari pemerintah kota.

26. Surat setoran retribusi daerah, yang dapat disingkat SSRDadalah surat yang oleh wajib
retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi terhutang
ke kasdaerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.

27. Surat ketetapan retribusi daerah, yang dapat disingkat SKRDadalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

28. Surat tagihan retribusi daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD,adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau
denda;

29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan
mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan
retribusi Daerah.

30. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik,
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana di bidang retribusi Daerahyang terjadi serta menemukan tersangkanya.



BAB II

NAMA, OBJEK,DAN SUBJEKRETRIBUSI

Pasal2

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas
Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal3

(1) Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol
di suatu tempat tertentu.

(2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (1) diberikan kepada :
a. toko bebas bea;
b. hotel berbintang;
c. rumah makan;
d. hotel melati ;
e. pub, bar;dan
f. perkulakan, supermarket,swalayan dan toserba.

Pasal4

(1) Subjek Retribusi merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tempat
penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Kota.

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

PasalS

Retribusi yang dikenakan atas jasa Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol digolongkan
sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.



BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNMN JASA

Pasal6

(1) Besarnya Retrubusi yang terutang dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jasa
pemberian layanan.

(2) Tingkat penggunaan jasa sebagimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan jenis dan
tempat penjualan minuman beralkohol.

BABV

PRINSIPDALAM PENETAPANSTRUKTURDAN
BESARNYATARIF RETRIBUSI

Pasal7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk
menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin tempat
Penjualan Minuman Beralkohol yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek
keadilan, efektivitas pengendalian atas pelayanan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan
dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BABVI

STRUKTURDAN BESARNYATARIF RETRIBUSI

Pasal8

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis dan tempat penjualan
minuman beralkohol.

(2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
Pengecer minuman beralkohol Golongan B dan C
a. toko bebas bea sebesar Rp.
b. hotel berbintang sebesar Rp.
c. rumah makan sebesar Rp.
d. hotel melati sebesar Rp.

sebesar Rp.e. pub, bar
f. perkulakan, supermarket, swalayan

dan toserba

7.000.000,-
5.000.000,-
2.500.000,-
2.500.000,-
1.500.000,-

sebesar Rp. 5.000.000,-



Pasal9

(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3
(tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Peraturan Walikota.

BABVII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi terhutang dipungut di Wilayah Kota Denpasar.

BABVIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN PEMBAYARAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasalll

(1) Retribusi dipungut menggunakan SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur
dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasalll ayat (1) wajib retribusi wajib membayar/melunasi retribusi yang terutang.

Pasal13

(1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunal/lunas.

(2) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain/unit pelayanan terpadu dengan
menggunakan SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1x24 jam.



(4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatat
dalam buku penerimaan retribusi.

(5) Tata cara pembayaran, penetapan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan
pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX

SANKSIADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar retribusi yang terutang berdasarkan
SKRD tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar
dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BABX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

(1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.

(2) Pengeluaran Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi
dikeluarkan segera setelah 14 (empat belas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran

(3) Dalam jangka waktu paling lama 14 (em pat belas) hari setelah tanggal surat teguran,
Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang
ditunjuk.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penagihan pemungutan Retribusi diatur
dalam Peraturan Walikota.

BABXI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSIYANG KADALUWARSA

Pasal 16

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi kecuali jika wajib retribusi
melakukan tindak pidana dibidang retribusi.



(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
c. diterbitkan surat teguran; dan
d. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak

langsung

(3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang
retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.

(5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 17

(4) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

(5) Waliota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah
kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah
kadaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal18

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar mempunyai
wewenang melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan
tidak pidana di bidang Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;



e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti, melarang sesorang meninggalkan ruangan/tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di

bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyelidikan dan penyampaian hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BABXIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal19

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,-
(dua puluh lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal20

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan
Peraturan Daerah sebelumnya masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak saat terhutang.



BABXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11
Tahun 2002 tentang Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota
Denpasar Tahun 2002 Nomor 11) sepanjang mengenai Retribusi Izin Usaha Perdagangan
Minuman Beralkohol dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 29 Desember 2011

WAll KOTA DENPASAR,

!
Diundangkan di Denpasar
pada tanggal16 Pebruari 2012

SEKRETARISDAERAH KOTA DENPASAR,

BERITADAERAH KOTA DENPASARTAHUN 2011 NOMOR 17



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSIIZIN TEMPAT PENJUALAN

MINUMAN BERALKOHOL

a. UMUM
Mengingat keberadaan Bali pada umumnya dan Kota Denpasar pada khususnya adalah

menjadi pusat kegiatan pariwisata yang banyak dikunjungi para wisatawan sehingga membawa

dampak banyaknya muncul penjualan minuman beralkohol.

Disisi lain Pemerintah Kota Denpasar perlu mencegah sejauh mungkin adanya dampak

negatif yang timbul dari adanya dampak negatif yang timbul dari adanya penjualan minim

beralkohol tersebut, sehingga perlu diatur Ijin Tempat Penjualan Minuman beralkohol sehingga

tidak akan mengganggu ketentraman dan ketertiban.

Ijin tempat penjualan Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu diatur

dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II PASALDEMI PASAL

Pasal1

Cukup jelas

Pasal2

Cukup jelas

Pasal3

Cukup jelas

Pasal4

Cukup jelas

PasalS

Cukup jelas

Pasal6

Cukup jelas

Pasal7

Cukup jelas



_Pasal8

Cukup jelas

Pasal9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasalll

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15

Cukup jelas

Pasal16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal21

Cukup jelas

Pasal22

Cukup jelas
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